HUBUNGAN ANTAR SUKU-
BANGSA DAN GOLONGAN
SERTA MASALAH INTEGRASI
NASIONAL DI INDONESIA

Hari Poerwanto®)

Sifat majemuk dari bangsa Indonesia, di samping
merupakan kebanggaan hendaknya pula dilthat bahwa
suatu negara dengan keanekaragaman suku-bangsa dan
kebudayaan mengandung potensi konflik. Oleli karenanya
guna menuju suatu integrasi nasional Indonesia yang
kokoh, terdapat berbagai kendala yang harus diperhatikan.

Dalam rangka mempersatukan penduduk Indonesia yang
beranekawarna, Koentjaraningrat (1982:345-346) melihat
ada enipat masalah pokok yang dihadapi, ialah (a) mem-
persatukan aneka-warna suku-bangsa, (b) hubungan antar-
umat beragama, (c) hubungan mayoritas-minoritas dan (d)
integrasi kebudayaan di Irian Jaya dan Timor Timur dengan
kebudayaan Indonesia. Di antara sekitar 210 juta orang
penduduk Indonesia dewasa ini, sulit diketahui secara pasti
distribusi jumlah dari masing-masing suku-bangsa.

Terakhir kalinya, Sensus Pen-
duduk di Indonesia yang me-
muat items suku-bangsa adalah
yang dilakukan oleh pemerintah
kolonial Hindia Belanda; yang
hasilnya dimuat dalam Volks-
telling (1930). Sensus Penduduk
Indonesia yang dilakukan pada
1970 dan dalam dasawarsa
berikutnya, tidak mencantum-
kan items suku-bangsa. Meng-
ingat hal tersebut, ada kesulitan
untuk mengetahui secara pasti
laju pertumbuhan penduduk

berdasarkan suku-bangsa dan
distribusi mereka. Sekalipun
demikian, ada pula berbagai usa-
ha untuk mengetahui hal di
atas, antara lain pernah dicoba
oleh Pagkakaisa Research (1974),
antara lain disebutkan bahwa
suku-bangsa bahwa Jawa men-
capai 45,8 % dari total penduduk
Indonesia pada 1974 (sekitar
120.000.000 orang). Berbagai dis-
tribusi penduduk Indonesia ber-
dasarkan suku-bangsa ialah Sun-
da (14,1%), Madura (7,1%), Mi-
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nangkabau (3,3 %), Bugis (2,5%),
Batak (2,0%), Bali (1,8%), 24
suku-bangsa lainnya (20,3%)
dan orang Cina (2,7 %). Semen-
tara itu, di kalangan para pakar
masih terdapat perbedaan dalam
mengklasifikasikan penduduk di
Indonesia ke dalam suatu konsep
suku-bangsa.

Koentjaraningrat (1982:346-
347) menilai bahwa berapakah
sebenarnya jumlah suku-bangsa
di Indonesia, sampai saat kini
masih sukar ditentukan secara
pasti. Halini disebabkan ruang
lingkup istilah konsep suku-
bangsa dapat mengembang atau
menyempit, tergantung subyek-
tivitas. Sebagai contoh, paling
sedikit di Pulau Flores terdapat
empatsuku-bangsa yang berbe-
da bahasa dan adat-istiadatnya,
ialah orang Manggarai, Ngada,
Ende-Lio dan Sikka. Namun
kalau mereka ada di luar Flores,
mereka biasanya dipandang oleh
suku-bangsa lainnya atau mere-
ka mengidentifikasikan dirinya
sebagai satu suku-bangsa, ialah
Flores.

Hal ini juga terjadi dikalang-
an suku-bangsa Dayak di Pulau
Kalimantan. Menurut H.J. Ma-
linckrodt, orang Dayak dikla-
sifikasikan ke dalam enam rum-
pun atau stammen ras, ialah Ken-
ya-Kayan-Bahau, Ot Danum,
Iban, Moeroet, Klemantan dan
Poenan. Selanjutnnya jika

diamati lebih lanjut, di kalangan
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orang Dayak Kalimantan ada
405 suku-bangsa yang saling ber-
beda satu dengan lainnya. Jika
mereka berada di luar Pulau Ka-
limantan, orang lain menyebut
mereka dan mereka sendiri
mengidentifikasikan dirinya se-
bagai suku-bangsa Dayak, akan
tetapi di Kalimantan sendiri an-
tara satu dengan yang lain
merasa memiliki perbedaan.
Demikian pula halnya di Irian
Jaya, berdasarkan penelitian
dari Summer Language Institute,
paling tidak terdapat 252 suku-
bangsa yang masing-masing
memakai bahasa yang berbeda.
Mengingat hal tersebut maka,
Koentjaraningrat memandang
perlu upaya pendifinisian kon-

‘sep- suku-bangsa di Indonesia

secara ilmiah, antara lain de-
ngan mengambil beberapa unsur
kebudayaan sebagai indikator
yang dapat berlaku bagi semua
“suku-suku-bangsa” yang ada di
Indonesia. | |
Upaya untuk memahami
keanekaragaman suku-bangsa
dan kebudayaan di Indonesia
adalah sekaligus berpretensi pula
mengungkapkan berbagai ben-
tuk interaksi sosial yang terjadi
di kalangan suku-bangsa yang
saling berbeda kebudayaannya.
Dengan mempelajari proses in-
teraksi sosial yang terjadi, sekali-
gus diharapkan akan memberi-
kan pengetahuan tentang pro-
ses-proses sosial di kalangan
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mereka sehingga akan diketahui
segl dinamis dari masyarakat
dan kebudayaan. Berbagai per-
ubahan dan perkembangan
masyarakat yang merupakan
segi dinamis adalah akibat in-
teraksi sosial yang terjadi di
antara para warganya, baik orang
perorangan, orang dengan ke-
lompok maupun antarkelompok
manusia. Kerjasama (coopera-
tion), persaingan (competition),
pertikaian (conflict), akomodasi
(acomodation), asimilasi (assimila-
tion), akulturasi (acculturation)
dan integrasi (integration) meru-
pakan proses-proses sosial yang
perlu diperhatikan dalam rang-
ka studi hubugan antarsuku-
bangsa, terutama untuk mem-
percepat terwujudnya integrasi
nasional Indonesia yang kokoh.

Prejudice dan Stereotype Ethnic

Dalam rangka upaya menuju
Integrasi nasional Indonesia yang
kuat maka anekawarna suku-
bangsa diIndonesia itu saling
berinteraksi, dan Sebagai konsek-
wensi dari suatu interaksi sosial
yang timbul maka seringkali
muncul gambaran subyektif
mengenai suku-bangsa lain.
Oleh karena itu, dalam kehi-
dupan suatu suku-bangsa ter-
tentu sehari-harinya dijumpai
gambaran subyektif mengenai
suku-bangsa lain atau yang la-
zim disebut dengan stereotipe
etnik. Sementara ini stereotipe
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etnik, tidak selalu berupa gam-
baran yang bersifat negatif (akan
tetapi biasanya ini yang sering

- muncul) melainkan ada kalanya

pula gambaran yang bersifat
positif.

Ada penilaian bahwa ste-
reotipe etnik yang negatif akan
menghambat interaksi sosial
dalam kehidupan masyarakat
yang multi etnik, yang pada gi-

- lirannya akan dapat pula me-

nyebabkan terhambatnya proses
menuju integrasi nasional. Un-
tuk memahami bagaimanakah
posisi dan hubungan seorang
individu dalam konteks kelom-
poknya, Herbert M.Blalock
(1976:2) pernah mengusulkan
dua model pendekatan, ialah se-
cara mikro dan makro. Secara
mikro, individu dipakai sebagai
pusat penelitian terutama yang
berkaitan dengan berbagai hal
latar belakang timbulnya ben-
tuk-bentuk prejudice (prasang-
ka) maupun stereotipe etnik.
Selanjutnya dalam pendekatan
secara makro, lebih dipusatkan
terhadap studi mengenai
masalah diskriminasi dan
kepemimpinan. Berbagai hal
yang erat kaitannya dengan itu
antara lain mengenai bentuk-
bentuk diskriminasi serta
masalah status dan peranan
ditempatkan sebagai unit anali-
sis yang penting. |
‘Disadari sepenuhnya oleh
Blalock (1976:16) bahwa sering
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terjadi ketidakjelasan dalam
menafsirkan arti kata diskrimi-
nasi; apakah ditempatkan se-
bagai proses (discriminatory be-
havior) ataukah sebagai hasil
dari suatu proses. Oleh karena-
nya studi tentang diskriminasi,
“unitanalisisnya harus lebih dipu-
satkan kepada kelompok daripa-
da perorangan. Hal ini antara

lain disebabkan oleh kesukaran

dalam mengukur ‘derajad dis-
kriminasi’; sama halnya dengan
‘mengukur favorable sebagai la-
wan unfavorable. Selanjutnya,
dalam salah satu pembatasan-
nya tentang diskriminasi F.H.
Hankins (1976:16) mengartikan-
nya sebagai unequal treatment of
equals.

Ada beberapa aspek yang ter-
kandung dalam pengertian
prejudice yang harus diperhati-
kan (Blalock, 1976:2; Martn dan
Franklin, 1973:144), antara lain
rasa gelisah (anxiety), rasa frus-
trasi, sifat otoriter, kekakuan
(rigidity), rasa terasing (alien-
ation), sifat kolot, konvensional
dan yang berkaitan dengan
kedudukan. Berbagai aspek
tersebut melekat dalam struktur
masyarakat, karenanya untuk
memahami perlu dikaitkan de-
ngan berbagai hal yang mela-
tar-belakanginya, misalnya pen-
didikan, pekerjaan, kepercayaan,
mobilitas vertikal dan horizon-
tal seseorang. Selain itu, harus
disadari pula bahwa ada kesu-
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litan untuk menentukan latar
belakang yang manakah meru-
pakan penentu utama bagi im-
bulnya suatu prejudice. Dalam
tulisan Blalock (1976:3-10) dije-
laskan bahwa darihasil peneli-
tian John D. Photiadis dan Jeane

‘Bigger di kalangan 300 orang

dewasa di Dakota Selatan ter-
bukti bahwa authoritarianism
berkorelasi tinggi dengan timbul-
nya prejudice. Akan tetapi jika
hasil penelitian tersebut diban-
dingkan dengan yang dilakukan
oleh peneliti lainnya dengan in-
dikator yang berbeda maka ko-
relasi authoritarianism yang ting-
giitu, ternyata tidak selalu tepat.

Prejudice dan stereotype saling
erat berkaitan, baik secara logi-
ka maupun psikologis (Martin
dan Franklin, 1973:152-133).
Kedua hal itu ada pada semua
ras, suku-bangsa, kepercayaan,
pekerjaan maupun kebangsa-
an. Pada hakikatnya prejudice
dan stereotype merupakan ima-
ginasi mentalitas yang kaku;
yaitu dalam wujud memberi-
kan penilaian negatif yang di-
tujukan kepada out-group, seba-
liknya kepada sesama in-group
memberikan penilaian yang
positip. Stereotype terhadap out-
group yang kaku akan menye-
babkan timbulnya prejudice yang
kuat. Oleh karenanya prejudice
dinilai pula sebagai perkem-
bangan lebih lanjut dari stereo-

type.



Hari Poerwanto, Hubungan Antar Suku-Bangsa ... 21

Timbulnya stereotype dalam
diri seseorang adalah sebagai
akibat pengaruh suatu persep-
si tertentu dan berfungsi untuk
menyakinkan diri sendiri. Ada-
nya fungsi seperti itu, juga dibe-
narkan oleh Milton M. Gordon
(1975:97), yang antara lain
disebabkan oleh akibat terjadi-
nya hubungan di kalangan dua
kelompok yang berbeda. Adanya
berbagai perbedaan rasial (fisik)
diantara segmen penduduk yang
porsinya tidak sama dalam suatu
wilayah geografis atau sosial,
akan dapat menimbulkan kesu-
litan. Oleh karenanya diusa-
hakan untuk memunculkan se-
suatu yang dapat merupakan
kepentingan dan loyalitas bersa-
ma. Guna menumbuhkan loyal-
itas nasional, Linton (1957:28)
menilai bahwa adanya keragam-
an dan perbedaan kepercayaan
dan berbagai unsure-unsur kebu-
dayaan yang lain, bukanlah
merupakan ancaman untuk
menumbuhkan solidaritas na-
sional. Oleh karenanya dalam
mengamati inti permasalahan
yang dapat menjelaskan berba-
gai kristalisasi prejudice, ada
kalanya tidak cukup dijelaskan
melalui adanya kendala perbe-
daan fisik semata.

Ada penilaian bahwa ste-
reotipe etnik yang negatif akan
menghambat interaksi sosial
dalam kehidupan masyarakat
yang multi etnik, yang pada gi-

lirannya akan dapat pula
menyebabkan terhambatnya
proses menuju integrasi nasional.
Studi mengenai etnisitas sering
dikaitkan dengan derajat konfor-
mitas dari anggota suatu kolek-
tiva (suku-bangsa) untuk berse-
dia menerima norma-norma ter-
tentu dalam suatu proses inter-
aksi sosial. Oleh karenanya para
ahli antropologi seperti Mitchell
(1956), Epstein (1958), Gluck-
man (1961) dan Barth (1969);
sering mengkaitkan studi me-
ngenai etnisitas dengan perbe-
daan latar belakang kebudayaan
dari suatu kolektiva tertentu, ter-
utama yang menunjuk pada as-
pek mendasar yang bersifat pri-
mordial. Hal ini disebabkan oleh
adanya kecenderungan seseo-
rang untuk mengidentifikasikan
dirinya dengan etnik tertentu se-
mentara itu pihak lain juga
sering mengidentifikasikan bah-
wa perilaku seseorang adalah
terkait dengan latar belakang
kesuku-bangsannya.

Suku-Bangsa dan Golongan di
Indonesia

Istilah ethnic atau yang diter-
jemahkan ke dalam istilah suku-
bangsa, berasal dari kata Yu-
nani eOvikos yang artinya hea-
then, yaitu penyembah berhala

atau sebutan bagi orang yang
tidak ber-Tuhan. Sementara itu,

istilah itu sendiri dalam bahasa
Yunani berasal dari akar kata
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eQuvos (“ethnos”) yang diterje-
mahkan sebagai nation atau
bangsa, yaitu suatu istilah yang
lazim dipakai untuk menunjuk
pada bangsa-bangsa yang bukan
Israel. Dengan kata lain, menu-
rut The Shorter Oxford English
Dictionary on Historical Principles,
ada dua pengertian yang ter-
kandung dalam istilah ethnic,
ialah (a) menunjuk kepada bang-
sa-bangsa yang non Kristen atau
non Yahudi dan (b) menunjuk
kepada bangsa yang masih me-
nyembah berhala.

Dalam perkembangan ber-
ikutnya, istilah ethnic dikenal
luas setelah dipakai secara resmi
oleh suatu Ethnological Society,
yaitu suatu lembaga yang didi-
rikan di London pada 1843. Li-
ma tahun sebelumnya, di Paris
juga terdapat lembaga serupa,
ialah Societe Ethnologique de Pa-
ris, dan di New York pada 1842
juga memiliki lembaga serupa
tersebut di atas American Ethno-
logical Society. Lloyd Warner
dalam tulisan Brian M.du Toitet
al.(1978:3) menjelaskan bahwa
yang terkandung dalam penger-
tian ethnic menunjuk pada in-
dividu-individu guna memper-
timbangkan di manakah seseo-
rang atau dirinya termasuk atau
dimasukkan sebagai anggota-
nya; yaitu yang di dasarkan atas
latar belakang kebudayaan. Oleh
karena itu istilah ethnic cen-
derung lebih bersifat sosio-kul-
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tural dari pada yang berkaitan
dengan ras.

Salah satu batasan dari pe-
ngertian ethnic-group adalah
dibuat oleh Schemerhorn (1970:
12) “........ as a collectivity within
a larger society having real or pu-
tative common acestrry, memories
of a shared historical past, and a
cultural focus on one or more sym-
bolic elements defined as the epito-
me of their peoplehood” . Sebagai
contoh dari berbagai unsur sim-
bolik tersebut meliputi “kinship
patterns, physical contiguity (as in
localism or sectioalist), religious
patterns, language aor dinliect form,
tribal affiliation, nationality, phe-
notypical feature, or any combina-
tion of these”. Selanjutnya,
seringkali pemakaian istilah
golongan dalam konteks integra-
si nasional, dikaitkan dengan
kehadiran masyarakat Cina di
Indonesia yang diklasifikasi se-
bagai golongan minoritas. Se-
cara sepintas, konotasi arti mi-
noritas adalah lebih dikaitkan
dengan perbandingan jumlah
mereka yang lebih kecil daripa-
da beberapa suku-bangsa yang
ada di Indonesia, misalnya Jawa
dan Sunda. Selain itu, jumlah
mereka pada tahun 1971 adalah
merupakan 2,7 % dari keseluruh-
an penduduk Indonesia; dan
jumlah mereka pada setiap
ibukota kabupaten di Indonesia
hanyalah berkisar lima sampai
dengan sepuluh persen dari ke-
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seluruhan penduduk suatu
kota.

Jika dikaji lebih lanjut, isti-
lah minoritas mengandung ber-
bagai dimensi dan variabel.
Dalam suatu studi mengenai
hubungan antar kelompok, Sim-
son dan Yinger (1972:11) menga-
njurkan agar para peneliti hen-
daknya berhati-hati, terutama
jika dikaitkan dengan konsep-
konsep yang mendasar. Istilah
minoritas memang sering dipa-
kai tetapi tidak dalam konteks
sebagai istilah teknis. Semula is-
tilah tadi sering dipakai untuk
menunjukkan kategori orang-
orang dan bukannya bukan ber-
- dasarkan kelompok. Akan teta-
pisemakin lama, istilah itu juga
dipergunakan untuk menunjuk
pada kategori orang atau sejum-
lah penduduk yang merupakan
sasaran suatu prejudice atau
prasangka dan diskriminasi;
misalnya dipergunakan oleh
Theodorson dan Theodorson
(1970:258), “Any recognizable
racial, religion, or ethnic groupin
community that suffer some disad-
vantage due to prejudice or dis-
crimination”.

Apabila ditelaah lebih lanjut,
pengertian yang dikandung
dalam pembatasan di atas ada-
lah masih umumnya sifatnya.
Berbeda halnya dengan pemba-
tasan yang dibuat oleh Louis
Wirth (1943:347), “We may define
a minority as a group of people who,

because of their physical or cultural
characteristics are single out from
the other society in which they live
for differential and unequal treat-
ment, and who therefore regard
themselves as objects of collective
discrimination. The existence of
minority in a society implies the
existence of a corresponding domi-
nant group with higher social sta-
tus and greater priviledges. Minor-
ity status carries it the exclusion
from full participation in the life of
the society”. Jelas tampak mela-
lui pembatasan tersebut bahwa
konotasi arti minoritas tidak se-
lalu harus dikaitkan dengan vari-
abel ras. Oleh karenanya, apa-
bila pembatasan itu ditrapkan
terhadap orang Cina di Indone-
sia, adalah kurang tepat. Orang
Cina maupun berbagai suku-
bangsa bumiputera di Indonesia,
sebagian besar adalah termasuk
ke dalam klasifikasi ras Mongo-
loid. Perbedaan di kalangan
mereka itu, lebih tampak pada
wujud fisik dan lebih menunjuk
pada perbedaan kebudayaan
dan kehidupan sehari-harinya.

Timbulnya perlakuan ‘diskrimi-
natif’ dalam konteks Louis Wirth
adalah lebih disebabkan oleh

kurangnya keterlibatan orang
Cina dalam berbagai aktivitas
kehidupan bermasyarakat dan
bernegara.

Lebih lanjut Louis Wirth juga
mengemukakan bahwa kehadi-
ran golongan minoritas, tidak
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terlepaskan dari adanya kelom-
pok dominan yang mempunyai
kedudukan lebih tinggi dan me-
miliki hak-hak istimewa (privi-
leges). Oleh karena itu, untuk le-
bih memahami bentuk-bentuk
kehidupan dalam suatu masya-
rakat yang majemuk, kiranya
paradigma yang diusulkan
Schermerhorn (1970:13) seperti
orang Cina di Indonesia. Tampak
pada bagan 1, dapat dipakai
untuk menjelaskan posisi ketu-
runan. |
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dan D; sebaliknya berbagai suku-
bangsa bumiputera yang sering
dikategorikan sebagai golongan
mayoritas adalah lebih memiliki
ciri-siri kelompok A dan C. Oleh
karenanya apabila konotasi
golongan minoritas (kelompok D)
menurut model paradigma ter-
sebut ditrapkan untuk orang
Cina di Indonesia, adalah tidak
tepat. Dilihat dari perbandingan
jumlah orang Cina dengan ke-
seluruhan penduduk, konotasi
minoritas bagi orang Cina me-

Paradigma Kelompok Dominan dan Subordinat

Kelompok Dominan
Jumlah Kekuasaan
Kelompok A + + Golongan mayoritas
- Kelompok B - + Elite
Kelompok Subordmat
Jumlah Kekuasaan
Kelompok C + - Subyek massa
Kélompok D - - Golongan minoritasl

Melalui bagan di atas tampak
bahwa paradigma kelompok
dominan dan subordinat, di
dasarkan atas dua dimensi, ialah
size (jumlah) dan power (kekua-
saan). Berdasarkan paradigma
itu maka keturunan orang Cina
di Indonesia yang lazim dikla-
sifikasikan sebagai golongan mi-
noritas adalah lebih memiliki
karakteristik sebagai kelompok B

mang tepat. Akan tetapi ditin-
jau dari kekuasaan yang dimi-
likinya, terutama dalam penger-
tian ekonomik, adalah tidak te-
patjika golongan Cinadi Indo-
nesia termasuk minoritas. Secara
ekonomik, orang Cina di Indo-
nesia memiliki peranan yang
cukup besar.

Paradigma yang dikemuka-
kan oleh Schemerhorn adalah
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sebagai salah satu upaya untuk
lebih dapat memahami penger-
tian minoritas yang memiliki
kompleksitas dimensi dan vari-
abel. Selanjutnya, berdasarkan
dimensi dan variabel lain, pema-
kaian istilah golongan minoritas
bagi orang Cina dapat dibenar-
kan karena dalam rangka hu-
bungan dengan penduduk bumi-
putera, posisi mereka adalah se-
bagai subordinat; sebaliknya ber-
bagai suku-bangsa bumiputera
tidak selalu berada pada kedu-
dukan supraordinat atau kelom-
pok dominant. Pengklasifikasian
apakah belum ditulis, misalnya
adanya kecenderungan untuk
melakukan perkawinan dengan
sesama golongannya seperti
yang dikemukakan oleh Wag-
ley dan Maris. Pendapat Wag-
ley dan Maris mengenai hal
tersebut dikutip oleh Simpson
dan Yinger (1972:12-13); dikata-
kannya bahwa golongan minori-
tas memiliki lima karakteristik.
Pertama, golongan minoritas
adalah merupakan segmen dari
subordinat dalam suatu negara
yang kompleks. Kedua, golong-
an minoritas memiliki bentuk
fisik yang berbeda dan unsur-
unsur kebudayaan yang dimi-
likinya dinilailebih rendah oleh
golongan mayoritas. Ketiga, bah-
wa golongan minoritas memili-
ki kesadaran akan dirinya meru-
pakan suatu kesatuan dengan
ciri-ciri tertentu. Keempat, bah-

wa keanggotaan seseorang
dalam golongan minoritas ada-
lah diperoleh karena keturunan
atau karena ciri-ciri kebu-
dayaan dan fisik yang melekat
pada dirinya. Kelima, perka-
winan yang terjadi di kalangan
golongan minoritas adalah cen-
derung dengan sesamanya.

Asimilasi dan Integrasi Nasio-
nal

Asimilasi sebagai salah ben-
tuk proses-proses sosial adalah
erat kaitannya dengan proses
dan pertemuan dua kebudayaan
atau lebih. Oleh karenanya, isti-
lah asimilasi dan akulturasi
dipergunakan dalam penger-
tian yang sama; dan sebagai aki-
batnya kedua pengertian yang
diberikan kepada kedua istilah
tersebut bertumpang tindih.

Ada sebagian pendapatyang
mengatakan bahwa istilah asi-
milasi lebih sering dipakai oleh
para ahli sosiologi, sedangkan
istilah akulturasi lebih sering
dipergunakan oleh ahli antro-
pologi (Gordon, 1964:61). Lebih
lanjut M.J.Herskovits berpenda-
patbahwa akulturasi lebih spe-
sifik istilah yang lazim dipakai
di Amerika. Lapangan studi
mengenai akulturasi di kalangan
sebagian mahasiswa di Jerman,
lebih dikenal dengan kajian me-
ngenai perubahan kebudayaan,
sedangkan di Inggris lebih po-
puler dengan studi perihal kon-
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tak kebudayaan. Mengingat hal
tersebut maka melalui The So-
cial Research Council 1930, selain
mengusahakan perumusan
yang lebih tepat mengenai akul-
- turasi, juga disusun suatu pe-
doman metodologi yang berisi-
kan sejumlah permasalahan
yang harus diperhatikan. Untuk
pertama kalinya, pembatasan
akulturasi yang dibuat oleh tiga
orang ahli antropologi (R. Red-
field, R.Linton dan M.]. Hersko-
vits) sebagai hasil rumusan sub
komite akulturasi dari kongres di
atas, dimuat dalam “Memoran-
dum for the Study of Accul-
turation” dalam American An-
thropologist Vol.38 No.1 (Janu-
ari-Maret 1936:149). Lebih lan-
jut, perumusan mengenai hal itu
dikembangkan lebih lanjut dan
dimuat dalam Outline for the
Study of Acculturation (Hersko-
vits, 1958:131-136).
Selanjutnya, pada dasarnya
pengertian yang terkandung
dalam istilah asimilasi dan akul-
turasi; di samping mengandung
pengertian yang sama, tetapi
Jjuga menunjukkan ada dimensi
yang berbeda. Sebagai contoh
pembatasan asimilasi yang
dibuat oleh RobertE. Park dan
Ernest W.Burgess (1921:735),
antara lain “......... a process of in-
terpretation and fusion in which
persons and groups aguire the
memories, sentiments, and attitude
of other persons or groups, and, by
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sharing their experience and histo-
ry, are incorporated with them in
a common cultural life”. Lebih lan-
jut, ketiga ahli antropologi di
atas dalam memberikan pem-
batasan akulturasi adalah
S compreliends those phe-
nomena which result when groups
of individuals having different cul-
ture comes into continous first
hand contact, with subsequent
changes in the original cultural pat-
terns of either or both groups”.
Jika diamati, kedua pem-
batasan tersebut berisikan suatu
pengertian mengenai terjadinya
pertemuan orang-orang atau
perilaku budaya. Sebagai akibat
pertemuan tersebut, kedua belah
pihak saling mempengaruhi dan
akhirnya kebudayaan mereka
saling berubah bentuk. Sement-
ara 1tu yang tampak membeda-
kannya adalah tidak ditemu-
kannya ciri-ciri struktural dalam
pembatasan akulturasi. Dalam
pembatasan -asimilasi, hu-
bungan yang bersifat sosio-
struktural tercermin dari “shar-
ing their experience” dan “incor-
porated with in in a common cul-
tural life”. Lebih lanjut Hersko-
vits (1958:10) juga berpendapat
bahwa makna yang terkandung
dalam akulturasi adalah berbe-
da dengan perubahan kebu-
dayaan (cultural change). Akul-
turasi hanyalah merupakan
salah satu aspek dari perubah-
an kebudayaan, sedangkan akul-
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turasi merupakan salah satu
tahapan dari asimilasi. Lebih lan-
jut Arnold M.Rose (1957:557-
558) mengatakan bahwa
g the adoption by a person or
group of the culture of another
social group” adalah akulturasi;
sedangkan “leading to this adop-
tion” adalah karakteristik dari
asimilasi.

Terwujudnya rumusan dari
sub komite akulturasi tersebut di
atas, tidak terlepaskan dari
perkembangan ruang lingkup
dan obyek yang selalu meng-
alami perubahan, terutama sejak
awal abad XX. Sebagai akibat
pengaruh Ero-Amerika, bangsa-
bangsa ‘primitif’ mulai menghi-
lang; sementara itu sebagai aki-
bat perkembangan yang terjadi
di Amerika, konsepsi asimilasi
juga mengalami perubahan kare-
na mulai dikaitkan dengan aspek
politik.

Park dan Burgess (1921:736-
737) mengatakan bahwa asimi-
lasi merupakan produk akhir
yang sempurna darisuatu kon-
tak sosial; dan pada bagian lain
tulisannya, Park (1957:281)
memberikan istilah konsepnya
sebagai ‘asimilasi sosial’, yaitu “
.......... the process or processes by
which people of diverse racial ori-
gins and different cultural heritage,
accupying a common territory,
achieve a cultural solidarity suffi-
cient at least to sustain a national
exixtence”. Para migran di Ame-

rika dianggap telah berasimila-
si apabila mereka itu secepatnya
dapat mempergunakan bahasa
Inggris dan berperan serta dalam
berbagai aktivitas sosial, eko-
nomi dan politik tanpa menye-
babkan timbulnya prasangka.
Oleh karenanya dalam salah
satu tulisannya, Milton M. Gor-
don menunjuk adanya tujuh
variabel yang harus dikaji dalam
asimilasi. Dalam hal itu asimila-
si mengharuskan para migran
untuk menyesuaikan dirinya
pada kelompok kebudayaan
yang didatangi (host society). Ini
berarti bahwa kebudayaan
golongan mayoritaslah yang
dijadikan ukuran untuk menilai
keberhasilan orang-perorangan
atau suatu kelompok dalam
menyesuaikan dirinya. Konsep-
si ini sesuai dengan pandangan
Arnold M.Rose, dalam asimilasi
loyalitas mereka terhadap ke-
budayaan asal semakin kecil dan
akhirnya kelompok tersebut
mengidentifikasikan dirinya ke
dalam kebudayaan baru.

Guna mengupayakan terwu-
judnya asimilasi dalam rangka
integrasi nasional, adalah me-
narik mengkaitkannya dengan
ungkapan dari Horace Kallen
yang dikutip oleh Milton M. Gor-
don (1964:145), yaitu “Men may
change their clothes, their wive,
their religion, their philosophies,
to a greater or lesser extent; their
cannot change the grandfather”.
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Timbulnya ungkapan tersebut
- adalah erat kaitannya dengan
*" penilaian dalam bentuk stereoti-

-~ pe terhadap orang Yahudi,

‘sekali Yahudi tetap Yahudi'.
Meskipun orang Yahudi hidup
tersebar diberbagai negara teta-
pi mengingat kuatnya ikatan
perasaan mereka terhadap ke-
luarga, maka akar kebudayaan
Yahudi sangat mewarnai sepak

terjang kehidupannya (Epstein,

1978:139). Selanjutnya, para pe-
rantau orang Cina di berbagai
negara Asia Tenggara juga
sering disamakan dan memiliki
ciri seperti orang Yahudi (Purcel,
1964; Skinner, 1967; Somers,
1964).

Selain mengandung penger-
tian kuatnya ikatan suatu go-
longan terhadap keluarganya,
atau dalam arti luas terhadap
nenek-moyang mereka; ber-
bagai ciri tersebut bukanlah
merupakan suatu yang tidak
dapat diubah atau berubah. Ber-
bagai studi mengenai proses per-
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ubahan kebudayaan yang dimi-
liki oleh suatu kelompok manu-
sia adalah menunjuk pada
suatu gerak yang dinamis. Yang
menjadi masalah adalah bagai-
manakah aspek primordial attach-
ment dapatdieliminasi sehing-
ga tujuan akhir untuk memba-
ngun watak bangsa dapat di-
wujudkan. Dalam salah satu tu-
lisannya, C.Geertz (1965:105-
107) menjelaskan berbagai hal
yang berkaitan dengan primordi-
al attachment, yaitu rasa ke-
terikatan terhadap golongan
tertentu, misalnya karena ras,
hubungan darah, bahasa, adat-
istiadat dan agama. Berbagai
bentuk keterikatan tersebut an-
tara lain disebabkan oleh sub na-
tional cultural value. Sebagai aki-
batnya, proses pengembangan
kebudayaan (politik) nasional
menjadi terganggu. Dengan
kata lain, suatu proses asimilasi
dalam rangka integrasi nasional
akan berjalan tersendat.

Paradigma Orientasi Sentripetal (Sp) dan Sentrifugal (Sf)

A
Superordinat Sp
Subordinat Sp
Assimilation Incorporation
) C
Superordinat . Sf
Subordinat _ Sp

Forced segregration with resistance

SP: Sentripetal, SF: Sentrifugal

B
Sf

Cenderung ke arah integrasi

Sf
Cultural Autonomy

D
Sp
Cenderung ke arah konflik

Sf
Forced assimilation with resistance
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Dalam upaya mewujudkan
integrasi nasional, terdapatdua
aliran, ialah asimilasionis dan
pluralis, yaitu dua dari empat
tipologi yang dipakai untuk me-
letakkan identitas golongan
minoritas, terutama yang ber-
kaitan dengan penerapan suatu
kebijaksanaan: Lebih lanjut Lou-
is Wirth (1945:347) mengatakan
bahwa kebijakan asimilasionis
merupakan upaya untuk meng-
gabungkan para anggota mi-
- noritas ke dalam masyarakat le-
bih luas dengan cara melarang
kebudayaan mereka dan meng-
haruskannya mengadopsi sistem
nilai dan gaya hidup kelompok
dominan atau superordinat. Hal
tersebut adalah berbeda dengan
upaya yang dianut oleh kaum
pluralis. Kelompok dominan
bersikap toleran terhadap kebu-
dayaan kelompok subordinat,
atau dengan kata lain golongan
minoritas diperkenankan mem-
pertahankan kebudayaan mere-
ka.

Jika diperbandingkan maka
kebijaksanaan asimilasi yang
ditrapkan bagi orang Cina di
Indonesia dengan berbagai
suku-bangsa yang ada di Indo-
nesia, terdapat perbedaan. Un-
tuk orang-orang Cina yang te-
lah memiliki status kewargane-
garaan Indonesia berlaku kebi-
jaksanaan yang bersifat asimi-
lasionis; sedangkan untuk ber-
bagai suku-bangsa di Indonesia
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cenderung berlaku paham plu-
ralis. Dalam konteks orang
Cina diarahkan dan diharap-
kan menerima dan menyatukan
dirinya ke dalam salah satu ke-
budayaan kelompok superordi-
nat, yaitu salah satu kebudayaan
yang dimilikioleh suatu suku-
bangsa bumiputera di Indonesia;
sementara itu hingga kini apa-
kah itu kebudayaan nasional
Indonesia, masih merupakan
polemik yang menarik.
Selanjutnya, jika kedua pa-
ham tersebut dikaji lebih lanjut,
maka ada implikasi yang mung-
kin dapat muncul dari kedua
paham tadi, terutama jika di-
kaitkan dengan sejauh mana-
kah kelompok superordinat
mampu melaksanakan dan
memperkenankan kelompok
subordinat melaksanakan hal
tersebut. Dalam hal ini, timbul
pula suatu pertanyaan apakah
kelompok superordinat begitu
saja percaya bahwa golongan
minoritas akan berasimilasi atau-
kah akan tetap mempertahan-
kan kebudayaan mereka. Selain
itu pula, apakah kelompok do-
minan dapat menerima berbagai
hal kontradiktip yang mungkin
akan dilakukan oleh kelompok
subordinat. Oleh karenanya, jika
berbagai hal tadi dapat diterima
maka suatu integrasi akan berja-
lan dengan baik, dan sebalik-
nya jika tidak maka akan tim-
bul konflik, baik secara terbuka
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maupun yang bersifat latent.
Selanjutnya, penting diperha-
- tikan dalam mengidentifikasi-
kan suatu integrasi, terutama
dalam menempatkan kelompok
superordinat. Dalam hal ini ada
dua konsep utama yang dapat
dipakai sebagai model bagi
analisis, yaitu apakah cenderung
bersifat sentripetal ataukan sen-
trifugal. Suatu kecenderungan
yang bersifat sentripetal, bi-
asanya lebih menunjuk hal-hal
yang bersifat kultural, misalnya

dalam bentuk diterimanya sistem

nilai dan gaya hidup yang la-
zim berlaku di masyarakat. Se-
mentara itu dapat pula dalam
bentuk semakin meningkatnya
partisipasi dalam berbagai ke-
lompok perkumpulan dan ke-
lembagaan. Untuk melihat ada-
nya perbedaaan dalam tingkat
analisis, maka yang pertama di-
sebut dengan asimilasi sedang-
kan yang kedua adalah inkorpo-
rasi. Selanjutnya, yang disebut
sebagai suatu kecenderungan
sentrifugal terjadi di kalangan
subordinat apabila ada keingin-
an untuk memisahkan diri dari
kelompok dominan atau dari
berbagai ikatan yang ada di
~masyarakat. Secara kultural, bi-
-asanya hal tersebut lazim terja-
di karena kelompok subordinat
seringkalai masih tetap menjaga
berbagai tradisi, sistem nilai,
bahasa, agama, pola-pola re-
kreasi mereka dan lain se-
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bagainya. Guna melindungi ber-
bagai hal tersebut, diperlukan
persyaratan struktural, antara
lain tampat dari adanya kecen-
derungan untuk melakukan en-
dogami atau mendirikan per-
kumpulan yang terpisah, dan
bahkan memusatkan diri pada
suatu lapangan pekerjaan terten-
tu yang eksklusif terhadap out-
group. ,
Akhirnya, suatu integrasi ad

alah mengandung kendala
psikologis, antara lain berkaitan
dengan tingkat kepuasan terten-
tu dari suatu suku-bangsa atau
golongan. Oleh karenanya
dalam suatu upaya mewujud-
kan integrasi, muncul pandang-
an yang menilai apakah itu
suatu agreement (permufakatan)
ataukah congruency (penyesua-
ian), terutama yang berkaitan
apakah sentripetal ataukah sen-
trifugal. Apabila terjadidisagree-
ment atau discrepancy (ketidak-
sesuaian) maka berarti kelompok
superordinat menang atas kebi-
jaksanaan yang bersifat sentri-
petal; padahal kelompok subor-
dinat lebih menghendaki yang
bersifat sentrifugal. Jika hal 1ni
terjadi maka akan timbul konf-
lik yang menyebar luas.
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